REPUBLIK INDONESIA

No.563, 2011 KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Jabatan
Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan di Daerah. Pedoman Diklat.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal
33 ayat (2) huruf e dan huruf f Peraturan Bersama
Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor 22 Tahun 2010 dan Nomor 03 Tahun
2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan
Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, perlu
menetapkan Pedoman Pendidikan dan Pelatihan
Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan di Daerah;

b. bahwa pengawasan atas penyelenggaraan urusan
pemerintahan di daerah merupakan sarana bagi
penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik yang
bermuara pada tercapainya cita-cita pembangunan
nasional untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh
rakyat Indonesia, perlu menyiapkan aparatur
pengawas pemerintahan melalui pendidikan dan
pelatihan jabatan fungsional pengawas
penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah;
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang
Pedoman Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan
Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Di Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4916);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4019);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1993);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
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Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008
tentang Pejabat Pengawas Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di
Daerah dan Angka Kreditnya;

10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala
Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2010 dan
Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya,;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010
Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan
Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG

PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah
adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas,
tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan
pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di
daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
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2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Pusat
dan PNS Daerah.

3. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang
selanjutnya disebut Pengawas Pemerintahan adalah PNS yang diberi
tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat
yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas
penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

4. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disebut Diklat
Pengawas Pemerintahan adalah Diklat yang dipersyaratkan bagi PNS
yang akan dan/atau telah diangkat sebagai Pejabat Fungsional
Pengawas Pemerintahan sesuai kualifikasi yang ditentukan.

5. Diklat Pembentukan Pengawas Pemerintahan adalah diklat yang
diperuntukkan bagi jenjang jabatan fungsional pertama.

6. Diklat berjenjang pengawas pemerintahan adalah diklat yang
diperuntukkan bagi jenjang jabatan fungsional muda dan madya.

7. Diklat jenjang muda adalah diklat yang diperuntukkan bagi jenjang
jabatan fungsional muda.

8. Diklat jenjang madya adalah diklat yang diperuntukkan bagi jenjang
jabatan fungsional madya.

9. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan, yang
selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian Dalam
Negeri.

10. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya
disingkat STTPP adalah Surat Tanda Lulus bagi PNS yang telah
mengikuti Diklat Pengawas Pemerintahan.

11. Rancang Bangun Pembelajaran Mata Pendidikan dan Pelatihan yang
selanjutnya disingkat RBPMD adalah rangkaian yang terdiri dari jenis
dan nama diklat, tujuan, materi pembelajaran, peserta, pengajar dan
jumlah jam pelajaran.

12. Penyesuaian/Inpassing adalah penyesuaian jabatan PNS yang masih
melaksanakan tugas di bidang pengawasan menjadi pejabat pengawas
pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Diklat Pengawas Pemerintahan bertujuan untuk memenuhi persyaratan
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kompetensi jabatan bagi aparatur pejabat fungsional pengawas
pemerintahan sesuai dengan jenjang jabatan.

Pasal 3

Sasaran Diklat Pengawas Pemerintahan untuk mewujudkan Aparatur
Pengawas Pemerintahan yang memiliki keahlian di bidang pengawasan
pemerintahan di daerah.

BAB III
JENJANG DAN JENIS DIKLAT
Pasal 4
Diklat Pengawas Pemerintahan meliputi:
a. Diklat pembentukan pengawas pemerintahan; dan
b. Diklat berjenjang pengawas pemerintahan.
Pasal 5

(1) Diklat Pembentukan Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf a diperuntukkan kepada:

a. PNS yang diangkat dalam formasi jabatan fungsional,
b. PNS yang alih jabatan; dan
c. PNS yang disesuaikan/inpassing.

(2) Diklat Pembentukan Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

a. Diklat Pembentukan Pengawas Pemerintahan bagi PNS yang
diangkat dalam formasi jabatan fungsional selama 220 (dua ratus
dua puluh) jam pembelajaran;

b. Diklat Pembentukan Pengawas Pemerintahan bagi PNS yang alih
jabatan selama 140 (seratus empat puluh) jam pembelajaran; dan

c. Diklat Pembentukan Pengawas Pemerintahan bagi PNS yang
disesuaikan/inpassing selama 120 (seratus dua puluh) jam
pembelajaran.

Pasal 6

Diklat Berjenjang Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf b, meliputi:

a. diklat jenjang muda; dan

b. diklat jenjang madya.
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BAB IV
PESERTA DAN PERSYARATAN
Pasal 7

(1) Peserta Diklat Berjenjang Pengawas Pemerintahan merupakan PNS
yang menduduki jabatan fungsional pengawas pemerintahan.

(2) Peserta Diklat Jenjang Muda merupakan PNS yang telah menduduki
jabatan fungsional pengawas pemerintahan pertama.

(3) Peserta Diklat Jenjang Madya merupakan PNS yang telah menduduki
jabatan fungsional pengawas pemerintahan muda.

(4) Persyaratan untuk mengikuti diklat pembentukan pengawas
pemerintahan meliputi:

a. berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu atau Diploma IV
sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan instansi pembina;

b. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan
dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan paling rendah
bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

c. diusulkan oleh pejabat yang berwenang; dan
d. wusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
(5) Persyaratan untuk mengikuti diklat jenjang muda meliputi:

a. sudah menduduki jabatan fungsional pengawas pemerintahan
jenjang pertama;

b. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan
dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan paling rendah
bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

c. diusulkan oleh pejabat yang berwenang; dan
d. wusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
(6) Persyaratan untuk mengikuti diklat jenjang madya meliputi:

a. sudah menduduki jabatan fungsional pengawas pemerintahan
jenjang muda;

b. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan
dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan paling rendah
bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

c. diusulkan oleh pejabat yang berwenang; dan

d. wusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.
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BAB V
RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA DIKLAT
Pasal 8
RBPMD terdiri atas:

a. RBPMD Diklat Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Bagi
Peserta Diklat Pembentukan Pengawas Pemerintahan;

b. RBPMD Diklat Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Bagi
Peserta Diklat Jenjang Muda; dan

c. RBPMD Diklat Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Bagi
Peserta Diklat Jenjang Madya.

RBPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

BAB VI
PENYELENGGARAAN
Pasal 9
Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri sebagai
penanggungjawab dalam penyelenggaraan Diklat Pengawas

Pemerintahan.

Pelaksana Diklat Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

a. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri;

b. Badan Pendidikan dan  Pelatihan Kementerian/Lembaga
Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lainnya; dan

c. Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi atau sebutan lainnya.

Diklat Pengawas Pemerintahan yang diselenggarakan oleh pelaksana
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, hanya
dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Badan
Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri.

BAB VII
EVALUASI PESERTA DIKLAT
Pasal 10

Pelaksana Diklat Pengawas Pemerintahan melaksanakan evaluasi
akhir untuk menentukan kelulusan peserta Diklat.

Evaluasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dalam bentuk ujian tertulis, presentasi karya ilmiah dan wawancara.
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(3) Peserta yang dapat mengikuti evaluasi akhir paling sedikit memenuhi
syarat kehadiran 95 (sembilan puluh lima) persen.

(4) Peserta yang memperoleh hasil evaluasi akhir dengan nilai paling
sedikit 75 (tujuh puluh lima) dinyatakan lulus.

(5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
selama pelaksanaan Diklat Pengawas Pemerintahan.

BAB VIII
SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Pasal 11

(1) Peserta Diklat Pembentukan dan Diklat Berjenjang Pengawas
Pemerintahan yang dinyatakan lulus diberikan STTPP.

(2) Peserta Diklat Pembentukan dan Diklat Berjenjang Pengawas
Pemerintahan yang dinyatakan tidak lulus diberikan Surat Keterangan
Telah Mengikuti Diklat.

(3) STTPP bagi peserta Diklat Pembentukan dan Diklat Berjenjang
Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian
Dalam Negeri.

(4) Bentuk dan penulisan STTPP Diklat Pembentukan dan Diklat
Berjenjang Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

(1) Peserta Diklat Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) berhak mengikuti Sertifikasi.

(2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Inspektorat Jenderal bersama Badan Pendidikan dan Pelatihan
Kementerian Dalam Negeri.

(3) Peserta yang lulus Sertifikasi diberikan Sertifikat.

(4) Peserta yang dinyatakan tidak lulus Sertifikasi diberikan kesempatan
mengikuti ujian ulang sertifikasi paling banyak 3 (tiga) kali dalam
kurun waktu 2 (dua) tahun.

(5) Apabila peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak
lulus dalam sertifikasi diberikan kesempatan mengikuti Diklat ulang
sebanyak 1 (satu) kali dan uji ulang sertifikasi sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
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BAB IX
EVALUASI PASCA DIKLAT
Pasal 13

Menteri Dalam Negeri membentuk tim untuk melaksanakan evaluasi
pasca Diklat Pengawas Pemerintahan.

Gubernur membentuk tim untuk melaksanakan evaluasi pasca Diklat
Pengawas Pemerintahan pada wilayah provinsi.

Bupati/Walikota membentuk tim untuk melaksanakan evaluasi pasca
Diklat Pengawas Pemerintahan pada wilayah kabupaten/kota.

Evaluasi pasca Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. penempatan alumni
b. kinerja alumni; dan
c. kesesuaian materi diklat dengan tugas.
Pasal 14

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), terdiri atas
unsur:

a. Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
b. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri; dan
c. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), terdiri atas
unsur:

a. Sekretariat Daerah Provinsi;
b. Inspektorat Provinsi; dan
c. Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi atau sebutan lainnya.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), terdiri atas
unsur:

a. Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota;
b. Inspektorat Kabupaten/Kota; dan

c. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten/Kota atau sebutan
lainnya.

Pasal 15

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ditetapkan
dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur.
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(3) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), ditetapkan
dengan Keputusan Bupati/Walikota.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16

(1) Menteri Dalam Negeri melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan
melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Diklat pengawas
pemerintahan.

2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
g
pelaksanaan Diklat pengawas pemerintahan di wilayah provinsi.

Pasal 17

Menteri Dalam Negeri melalui Inspektorat Jenderal melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

BAB XI
PENDANAAN
Pasal 18

(1) Pendanaan  penyelenggaraan  Diklat Pengawas Pemerintahan
dibebankan pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk penyelenggaraan
Diklat oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam

Negeri dan Badan Pendidikan dan Pelatihan
Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan
lainnya;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi untuk
penyelenggaraan Diklat oleh Badan Diklat Provinsi atau sebutan
lainnya; dan

c. Kabupaten/Kota di lingkungan provinsi terkait, menganggarkan
pendanaan penyelenggaraan Diklat Pengawas Pemerintahan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-
masing.

(2) Pendanaan penyelenggaraan Diklat Pengawas Pemerintahan dapat

bersumber dari dana lainnya sesuai peraturan perundang-undangan
yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

PNS yang pada saat ditetapkannya Peraturan Menteri ini masih
melaksanakan tugas di bidang pengawasan berdasarkan keputusan
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pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/inpassing dalam Jabatan
Fungsional Pengawas Pemerintahan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Pedoman teknis pelaksanaan yang belum diatur dalam Peraturan Menteri
ini akan ditetapkan kemudian lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendidikan
dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri atas nama Menteri Dalam Negeri.

Pasal 21
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2011

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

www.djpp.kemenkumham.go.id



12

ueinjeiad ‘t Jreq refIuIaq dr ol eArey] uesynuod qIUsdL g1
ye6IUNYRL 1 yepual ‘uesemeduad
JOWON JEJULIdWRJ “eremsreApiq ‘ol 3urred (¢dqd) dr ot Tisey uelode] ueunsnAuad 1T
ueinjeisd - ‘rested /1smeld g ueel1oxag dr o1 ‘sisifeue [Isey ueredewad Q7
800¢ unye], ‘yeroe( ueBUBSYE[2] dr o1 ‘snsey sIsIfeuy ‘6
¢ 1 JowoN 3uepun ueremedoday uereqruag dro ‘uesemeduad 130[051sd g
-3uepun ueduap uepeqg ‘o Ieyye( wWerep “epwad ueeredduareAuad
IIY3[eIa) ‘e Sep(iq uepeqg "q weel1oxad dr o1 1senreasq resep-eseq / ‘n{er1aq
ederoqaq yeqnip ‘{qeroeq ueeuesyerd ‘yexeteAsep SueA uenjudloy
Jero} euewredeqos JeLIelaIsaS B uep dro uenpedudd ueseme3udd ‘9 ue3uop
UeyejuLIoumeg IsurAoIg el1oy 1seysaad ‘(resng Tensas yeroep
Suejual $00g YejuLowad ‘4 uereqruad yex3ur], UByejuLIowad 1p veyeluLIowad
unye], gg JoOWoN ‘Jep[Ig uepeqg ‘O insun denjeg ‘g seme3usd snsnys) uesnin (burssodun)
Suepun-3uepun - rexopusap ‘eurquiad de ot dl % uosog uesemedusd °G uesemeduad Uerensafuad
6661 jerojadsuy q ISuUejsur "UeyejuLIoWad Uesnin) sedn) LTEeP B1I9S9|
unye], ¢ JOWoN [exropuap uexnjuajIp dr o1 Juelsqng uesemedusd ‘i uerdequad uep 1eg yqeise(
Suepup-3uepun jerrejanjas e Suek ‘unuin) uerad rureyeuat 1(J URYBIULIOWJ]
ue3uap yeqnip 11e8oN urere(q ISeXIIrens| dre o1 ISBNSTUIIPY Uesemeduad °¢ ndureur rede uesnin|
yer9l euewredeqos UBLISJUIWY ‘g ueduap rensos ‘dSN ® INdS uedeiousd puisspduy errasad ueere33uaralua
ueremedodoy] ‘ereSoN Al ewordig urerep UBYeIULIOWSJ uUeYRULIdOuWO] semeluo|
{o3{0d-30x0d ueremedodoy] neye (19) uesnin ueeuesyedd semeduod reuors3uny|
duejudl /61 uepeq ‘7| erens euelreg de o1 seje ueseme3uad ‘g yepI( eirasad reqefod
unye], 8 JOWON ‘g uep Nvd gepual Sured ‘yesoe UBYBIULIOWIJ 1suajodwos] uesnuaquidd|
Suepun-Suepun I UBLIS)UoWY ‘T yezeltog 1 dr+ uesfe[iqoy] uesemeSuad T ues1es[SuTua repii 1
8 L 9 S 14 € 4 1
WNMNH JvVSva JOLVLITISVH VILIASHd THANVE NVIVLVIHINHd NvVNrnL LVTAIIA VINVN ‘'ON
/ISNHIHATA JAVLYHONAJ HVTNNOC TIHLVIN NVd SINHI

(uverefersq urer 0g1)

www.djpp.kemenkumham.go.id

2011, No.563

dursseduj /1sensLjen
8119894 18eq yeloe( Ip UBUBJULIOWD Uesnin uUeeredduolodAusd semeSuod TeuorsSuny uejeqep jep(iq uerefeoquad unSueg Sueouey ‘e

LVTAIA VIVIN NVIVOVTHIINHd NNONVE ONVONYY

110 stisndy Gg TVOONV.L
110T unyer Lg JONWON
NEDAN WVIVA ISHALNTN NVINLVIHd NVIIdNVT



2011, No.563

13

droct |1IviOL
‘(Burssedur)
r ueanyerod
eAiu)iqian
Jees eped
JTesaa] uesemeduod
Sued eAuure] Suepiq
ueduepurniad 1p ye1olsjadsur
uernjerod ‘17 Ip se3m
0T10C unye[ Lt u
JowoN LISepuauridd QT exeuesyeaw
0107 unyej, Sued ure|
€0 JOwOoN Uep gg uejeqel Lrep
JowoN N3Ig ereday
uep LISepuay ueyepurdied uedninuag -
BWeSIag ueInieidd ‘6 mye[aw ueenquad -
600¢ unye] G| ueyejunawad dre TUOwaI3§ "G T
IoWON gy ® NVd semeduad 1s9],3180d -
LI9JUAA UBINIBId ' reuorsduny 1S9, 91d -
L00¢ unye[, 8¢ uejeqel dre wersold ISenfesy 1
JOWON eJULIaWa] urerep o3
ueinyerad °J 1ex3uelp uese
S00C unye[, 6/ Suek gNd
JOWON ejULIWog ‘SueuamIaq sjodworey] exIueurq -
ueinyerad ‘9 Suek repng
0007 unyey, 101 yeqeflod yoro wreidoid ueyereduod -
JOWON ejULIOWog ueynsnIp uweurdwig wep -
uenjeidd ‘G uep {IIyeId Tep{Iq wesdold
reeTunyer o1 untre} drs ISejualIQ /ueyereSusd g1

JOWON ygelurouwad

(myes) 1 werep

“Yerw] syng,

www.djpp.kemenkumham.go.id



14

2011, No.563

ueinjersd - ‘Sueuamriaq drs 1sejuUaLIQ /ueyereduad ‘Sl
000T unyeL 10T Sued ety
JOWON YBjuLIawed yeqelad yojo dre SIN BAIEY UESINUdd MIUN3L b1
ueinjeiod - ueynsnip ‘uresemeguad
t66IUNYE], 9T uep .EWHMM dr ot nsey ueiode] ueunsniusd ‘¢l
Iowo ULIOUID . -
N QMW.??H@M : “eremsTeApIpm - (nyes) T werep GITE SIHe 9P weredetod g1
TeAPIM "9 yreq reqrurag dre ‘snsey siseuy ‘11
Po6TUNUEL 1 ‘resfed /1sTxeId ' yepuol dre ‘uesemesduad 130[031sd 01
JOWON YEIULIOWO] . Surred ) ]
. yeideq med (¢d4a) uesemeduad MUY
SR AR | ueremesodoay] ueel1ayod dre ) d ! MSH 6
UG ueped UEEUBSIEISd JIepuelg uep cmsnw%%uMWuM
3 ‘ . :
CT JOWION suepuf) JB[HIJ uepeq 'q ueteiod dre semeSuod €N 'Y
-duepupn ueduap . Jeyed werep ’
IIY3[eIa) ‘e .mEMMM@MQ e ueelioxad GIE(S ‘epwad Isenjeay Isdesuoy </ ‘ns{erIaq
edeiroqoq yeqnip FEHEIODRS ueeuesye[ad dr o7 JexeleASe Suek uenyuajoy
yere) euewredeqos ‘Isuraold uep uenpeduad uesemesdusd 9 uesuap
UBEIULISTSd UEIUHOWS 1 ef103 1se3saad ‘(resng 1e38UL], UBYBIULIOWS] Tensos YeIoep
3uejus) 007 ‘TepIq uepeg ‘0 uererruad seme3usd snsnyy) Ip veyejuniowad
Mssmh NMSEOZ ‘[exopuap msun deneg 'z | Jr ol dl % uoso uesemedusd ‘G uesnin
uepun-suepun Jetolodsu] °q ‘eurqurad “UeyeIULIowod tesnin uesemeduad e Mﬂwwvmﬁmw<
6661 ‘[e1ropuap AR, dr o1 Jnuelsqng uesemedusd i sedmy | HPP d oed
unye], ¢ JOWON JerrejoINog e uesnIuUNIP R uerdequad uep yerde(|
Suepun-3uepu i Suek n uetad Tureygewow I(] UBYBIULIOWD
pu-suepu] q q uey d
:1198oN urereq ISENSTUIWPY Uesemeduad ¢ i : :
uesduap yeqnip . seyjens| dr 6 ndurew rede uesnin
yere) euewreseqas UBHLIRIUSUR} g ue3uop Tensas "dSN % NdS uederouad buissoduy eriesad |  ueereS8usakua ]
ueremedodoy] ‘ereSoN Al ewordiq wrerep ueygelurousd UeYRIULIOW] semedua
JOS[0d-X03[0g ueremedaday] neje (1s) UBSILI[) UeRUBSY B[] semesuog reuorsSuny
Sueusl 261 uepeqd "¢ ereng euelreg dr ot seje uesemeduad g yepIq eyesad reqelod
unye], 8 JOWON ‘g uep NVd yepuaz ured ‘Jeise(] UBUBIULISWSJ suajoduros] ueNuaquIsj
Suepun-3uepun ‘1 UBLIQIUOWOY ‘T yezelog ‘1 dr v uexeliqoy] uesemeduad T uex1es3uIuoN repa 1
8 ok 9 S 14 € 4 !
IWNMNH dvVSvad AOLVIITISVA VIJHSHd THdNVL NVAVCVTHIINHd NvArnL LVTIIAd VINVN ‘'ON
/ISNHIHAAA /dVLYONA HYIANN [HHLVIA NVd SINH

(uereferod wrer O+ 1) ueyeqepr

Iy BlIesad 18eq yeise( Ip UeyejuLawed uesni ueeredduslefusd seme3uad [euols3un, uejeqep jepiq uerelfejaquad undueg Sueouey °q

www.djpp.kemenkumham.go.id



2011, No.563

15

drovi TV.1OL
"Jres|19)
SueA eAuure|
ueduepunitad
ueinjernd TT
0T10C .
unye], L JIOWON a/ %_WMMMMM
LdepuswIag o1 [ yexgury,
010¢ unye(, epnN Bleusd
€0 IowoN Uep gg rex3ued neje
JowoN N9 eredey ©/11] Sueny
uep ISepuay uesuojon
euresiog ueinjeidd ‘6 ‘epnpy eyeusd wedninuog -
6007 unyey, g1 yexsued ueeNqWa -
JowoN € ® NVd UeSuap ure| dre UOWaI9S /T
LISYUDN UeINJBIdd 'Q ueyeqel Lrep ’
ueyepurdiad 9L 3sod -
mreouw 1S9],3Id -
ueyejurowad dre ‘urexdoid 1senyeay ‘97
seme3uad
e S sjodworay] exiureurg -
JOWON ejULIoWdJ ueyeqel repia
uemielsg -/, wrerep o3 weidoid ueyeredusad -

S00C unyel 6.
JOWON YejurIawod

jex3ueIp uee

duel SNd ¢

ueurdwig wep -
Jep{iq weldoid

www.djpp.kemenkumham.go.id



16

2011, No.563

ueinjelad -

IsIuaw drv ‘Jesrerefsew ueekeproquiad 'z 1
000c unye], 101 Suef SNd .
JOWON EJULISWRd g dro ueEBequis[ax
wernyersd * cho\wfuﬁ uendureway wesemesSusd "1
el
: S
voe6Tunyel 91 reqelad ysjo dr9 N p— HMMMMVMMwm .
JIOWON YelULISWa] . OIS yewsd "0t
AMsnIp uep dro . 3
weinjerdd - “eIemsIRAPIM "9 ‘IIyseIs) unye) uwesemeSusg
re6TUNYUeL $1 ‘rexeq /isnelq 'g (nyes) T urerep U9, JeSEp-Iesed ‘g
JOWON YeJUuLIswWad qeloeq Jqreq re[ruiaq ‘didV ypny
ueinjersd - ueremeSaday] yepual Sured dro Hepuel§ Uep UBUeJULISUWSg
8007 unye], " uepeg o | (€dQ) veELN™d semeSuod eANH g
Z1 Jowop Suepun . . ueeuesye[ad “epwod
-3uepun ueluop e uerefruad CLEE ueered3us[ofudd 1senfeay /| S,
‘ ‘gerseq Ieje( urerep . TeTRLd
RIS} e BLIE1OIN AR ‘B J I yexeredsey Sued uwenjugoxy
edeiaqaq yeqnip FELBIOES ﬁmm.Doxom dro uenpesusg wesemeSusd ‘g weSuop
e} euewredeqas [IsurAo0lq . ueeuesie[d “UeyeIuLIOWwag Iensas yeIoep adnzd
UeyeIuLIsWwad UeIULIOWR] ‘{4 ; Qmm uesnin jnueisqng p uByeRjuLIDwad reuorsgun,q
SueuL) $007 ‘Jep{1q uepeq o mpwﬂMMWMM d daro uesemedusq dnySur Sueny g uesnin ueleqeq
MMM@% NM WMEMZ . ‘[ezopuap msun densg ‘dSN % NdS uedeiouad uesemesuad | ISewioy wereq
pun pun Jeioysfodsu] 'q cour ﬂ.zum SEYR URYRIULIOWS] UeSnIn sedn) uejesdueduag
6661 ‘feropuap -eug ueBUBSYR[9d SB1e UBBUIqUID] uerdequiad uep HEep Bllasod
unyey, ¢ JOUWoN JeLIelon)eg e Isuejsul Sueiuo) UewrRYRWog i uesad tTweygewaw | 13eg yeroeq I
3uepun-3uepun . .m e muaiip dro . ndurew rede UeURIULIOWd]
ueduap yeqnip ‘HOoON Weed | Fued sexyirensy uertequuod ewelrod yes3ur], uesnin u
: UBLIQIUAWSY "€l  weSuspb rensas sedn], % uoxqa  ueseme3usd :
ye[e} euewredeqas P dr 9 5 . ueyejuLIoWR | eereddus[aiuad
ueremedadoy] ‘ereSoN Al ewordiq UEIS) Uetieyetiad g semesuad semeSuag
J{ONO0J-3{0¥0d ueremesadoy] | neje (1g) ereng ‘wnu ISensiurupy UBYNULqUI reuorsSury
Suelusy 461 uepeq ‘gl euelieg yepuai dr ot uesemeduad dnx3ur Sueny g yep(q eyresad 1eqelod
unye], g JOWON ‘g uep Nvd Surred “wnuI) Ueyejunawsg rsuajeduos] uesnNIuaquIag
3uepun-3uepun ° UBLISJUQWY ' gezelilog dr ot uep yeloe( Iwouo}0 I ues}es|3uruay repia 1
8 L 9 S 14 € 4 T
IWNMNH dVSvA AOLVIITISVA VIdHESHd TNV NVIVLVTHIINHd NvArnL LVTHIA VINVN | 'ON
/ISNHAHAHA /dVLYONAd HVYINNP [HHLVIA NVd SINA

(werelerod wep 0zg) Addned reuorsdunyg uejeqer iIsewnio were ueresduedusad
BlI9S9d 18Bq UYeloe Ip UeBYBULIOWSJ UesnIn Ueered3us[odAusd semelSusd [euolsSung uejeqep jepiq uerelfejoquiad undueqg 3Sueouey

o]

www.djpp.kemenkumham.go.id



2011, No.563

17

*JTe3[19]
SueX£ efuure]
ueduepuniad

ueInyeiad

010¢
unye], / JOWON
HSepuswIog

0107 UnyeL,
€0 IOWON Uep 7T

JowoN N3Id eredoy
uep LSepuay

BUWeSIay ueInjerad -

600¢ unye], S|
IOWON 9 %® NVd

LISJUSN uBInjeIod °

00T unye], 8¢
JOWON UejuLIawad

ueIMyRISg

G00¢ Unye[, 6/
JOWON Yejunowad

1T

‘01

"(SNdO) ndrg
11939\ remesdad
uore) eureyrad
ueyes3ueduad

Mreau
UeyejuLIawad
semeduod
ISBULIOJ
ueduomor

dr 0T

drs

dro

dr o

dr 9

dr 9

dr o

drv

dr 9
drv

dr+

dr v

drd

dro

dro

dro

dr 9

‘SNSey sIsieuy

“esop uep ejoy/usjednqgey

1p uenjueqtad

sedny ueseme3uad

‘Teme]

Jre uep rung seued ‘ereqnieq
‘rerourwr ndiewr NS Uep
I31oue 3ueplq uesemesuad
‘ueduegdepiad

Sueplq uesemedusd
‘uernsnpurd

Suepiq ueseme3usd
‘ueueINyoy

Suepiq uesemeduad
‘ueungaxrod

“eIn)nN[oYy ueureue)

Suepiq ueruelrod uesemeduod
‘ueues1ad uep

uejneoy suepiq uesemesuod
wmnwmn

ueelrosad 3uepiq uesemeduag

‘Tersos 3Ueplq UBSBMEZUS]

“ISETUNWO3[d)}
uep sod uesemeduod

‘yerep

uedungnyrod ueseme3uod
‘uedued ueueyE}ay WNWN
ueejojeduad uesemeduad
‘ueelroxedeualay

Suepiq ueseme3duad

“ederyero

uep ueepnwadoy] Ueseme3uog
“Ue)eyosoy

ueresaqiad uep yeqo

¢ ueyeyLasSay NS UBseMEFUS
“euereseld uep evUBIES
Suejud) ueyIpipuad uexeliqay]

6|

'8¢

'L

'9¢

'S¢

¥

'€¢

'¢q

‘1

‘0¢

61

81

PAL

91

‘ST

vl

€1

www.djpp.kemenkumham.go.id



18

2011, No.563

dr oce

Tv.LOL

dre

dre

drs
dr ot

dr ot
dr ot

uvednnuag -

ueenquad -

TUOWIOIIG

IS9L 1s0d -

1S9l 91d -

‘wrerdold 1senreay

sjodworay] eqlweulq -
yeprla

weidold ueyeredua -

uveurdwig wep -

‘Jep(iq weadoid

1SejuaLIQ /ueyere3uad
‘geru[ sny, eArey
‘uesemeduad

[rsey uwerode] veunsniusd
‘sIsITeuUe [Isey ueredewad

'S¢

¢

€€
'c€

‘¢

‘0€

www.djpp.kemenkumham.go.id



2011, No.563

19

S00cC unyel, 64
JOWON YBJULIOWJ

1] Jesunas
Jyreu uexe uep

“ISBEULIOJUI ISBUTWASIP
uep ISBeIUNuos eueles

ueinjerdd - ueyejuLaued dr v uexeliqoy ueseme3udd 11
semeduod trerd d
000¢ unyge[], 101 uorsSuny ar+ uerdee)a1a1a
JOWON [eIULIOUId] = A uedungnytod ueseme3udd 01
ueInjerdd - eqe: ‘uedued
Bpnpuaw
P66TUNTEL OT yerer Suek SNd'e dr v ueuewedy] uesemeduad ‘6
JOWON UBIULIOWdJ ‘Sueusmioq Suek ‘ueeloxedeus)oy
ueinjersd - “eremsreApipm ‘9 eqelad Yoo drv uesemeduad °g
roorunyel 1 ‘rexed /1sndeld '§l  uesnsnip uep ‘ueyeyasay ueederquiad
JIOWON YejuLisatad ‘eIoeq {IrysyeIs) unyel dro uesefigas] uesemesuad </
ueinjersd - wreremeSadoy] (nyes) 1 urerep “uesIpipuadoy e3eua)
800¢ unye[, uepeqd ‘o Hreq refiuroq uep ues[iprpuad ueederqurad
1 IowoN Suepun “Jepnq uepeq ‘q yepuoar 3urred dro ueeliqay] uesemeduad ‘9
-3uepun %mc% e o (ed@) weelrosfad ‘Jesrerefsewr
JIgers) ey errelonpg e ueeUEBS;E[d eAepnq Tersos uednpryas|
edeiaqaq yeqnip o uere[iuad Jeyed weSuequoSuod wep yepe
yera) euewredeqas ‘Isuraoid | urerep ueelraxad dro ueeleproquiod uesemeSuod S
UeyeIULIdWIJ YBluLRWwRd ueeuesyerod @M@ weeruLemad Ue
8ueual $00T “ep(iq uepeqg ‘o uep ey P Suad
Piid teped C bt YrIoBp TWouol) ueeuesseod BARANCABE,
WS:@H waHoEoZ . ‘Te1opusp BN ISEISOL p urerep yeioep rexsduerad ueyersoy
uepun-3uepun yeropjedsul ‘q ﬁmw:zo . depeyto) uesemeSuog 't | WEIBP UBleqUE]
6661 CelonUD Insun denas g dro . uep ueyningas
unye[ ¢4 JOWoN Ut ‘eurquiod UL esreue3uaW
JEeLIB)aINag "B -Bul !
Suepun-3uepun ) S 1Sue)sur dro Lig s e sk N ndwew 1ede
1I030N wereq : : ueeuesye[ad ueseme3udd ‘¢
ue3uap yeqnip . uenNjuAIP epnpy yex3ul],
yere) euewredeqas UBHSIUSWRN "8 gueg IseyIens IdSN/INdS uederouad UBYBJULIOW]
ueremegoday] ‘ereSoN ueduop rensas drs STu¥9) ueseme3udd ‘g semeguad epny 1exdurl
3[03[0J-3030d urereme3ada3] Al ewordig ‘ueyrid uesnin uexnjuaquia] UB(YRIULIOWRJ
Suelua $/61 Ueped ‘¢ neje (1g) eleng uep qifem uesnin synjun 1epRIq eyresad seme8usd
unye] g IOWON ‘gy uep euelreg yepual ‘AdIS-VIIY ueeuesserod 1suajedwoy] Suelusliog
Suepun-3uepun - NVd uerrjuaway 1| Surred yezeluod 1 dr s seje ueseme3uad I uexjes3uruaN repna| 1
8 L 9 S 14 € c [
INN3NH IvVSva JOLVIITISVA VI1ddSdd TIdNVE NVIAVIVTHIINEd NvArnl LVTIIA VAVN | 'ON
/ISNHIHATT /dVLYONAd HVIANNC [dHLVIN NVQ SINHC

1es3ul], Bl1asad 13eq Yyelse( Ip UeUeRIULIOWSd Uesnl)) ueere3dusjaiusd semeldusad feuorssun, ueyeqep yepjiq uerefejoquad unsueg ueouey °p

(uereferod urep 091) epniN

www.djpp.kemenkumham.go.id



20

2011, No.563

JresIa)

3ueXk eAuurey

ueduepuniad
uemjeisd 11

010¢

unye], /{ IOWON
113epusuLIagd 01

010¢C

unye], ¢Q JOWOoN

uep gg IOWOoN

N>Ig ereday wep

LISepuUay BWESIg

ueinjeIad ‘6

600¢ unye[ G
JOWON g ¥ NVd

LISJUSA UBINJRIS] 'Q

£,00C unyey 8¢
JOWON YeIULIdW]

ueanjeisd °/

P/

Sueny ueduoron
‘I yesi3ul], eyeuad
yexp3ued 93] 0 /111
3ueny ueduo[on
‘ejeuad yexdued
LIep neje

epnuw jex3un

3] eurelsad
yes8un 1rep
ueyejuLIauad
semeduad
reuoissunj
uejeqel 3uefudf
uesTeudy
rurere3uaw
133un

drs
drs

dro

dro

dr+

dro

dr+

dr+

drv

dr+

dar+

drv

dro

‘sIsIfeuR [Isey ueledewad g
‘Snsey SIS[euy ce
"ejo3f/udrednqey] qdis uep
IsuIs0ld dd3S selMiqelunse
uerode] 1ISen[eAq ‘¢g
“eAuure|
ueINgas neje ueyeIniay/esap
uep uUelewWeddy Ueyejuniowad
ueere3d3uoroiuad 1sEN[RAH 1T
‘yesjeleAsew
ueueAead werep uejequrey
ISENIPUI SBJE yes[eredseut
uenpeduad seje uesemeduad 0g
“esop uep ejoy/usjednqey
Ip uenjuequad
sedn} ueseme3dusad 6l
‘ueynerad uep
uesiprpuad ‘ueelioyedeus)os]
‘1301093 :TelaurW BAEp JoquNS
uep 1310U0 ueseme3udd ‘|1
‘11939U werep
ueSuedepiod ueseme3uad /I
“ueueINyYa3]
Suepiq uesemedusad 97
"UBMIY UBJBYISI
uep ueseuldlad uesemeduad gl
“eAeprpnqg ueuexnad
uep dex3due) ueuesrad
‘wnwn pndiew ueuesad
uep uejnelay 3ueplq uesnin
ueeuesye[od ueseme3usd {1
‘1S3[nasuoy esel elros
ueesapad uep ueejosiad
wnwn ueelioxod uesemedusd ¢l

‘Tersos ueelalyelosay]

ISEULIOIUI WIOISIS Uep

‘Tersos eueseseid uep eueres

‘Tersos dueplq ueeueduatod
‘Tersos uexeliqoy uesemeduad gl

www.djpp.kemenkumham.go.id



2011, No.563

21

dr 091 | TV.LOL
uednjnuog -
ueexnquwoad -
dre L
TUOWIAIAS 6T
1891, 31804 -
1891, 91d -
dre L oid

drs

drs

drs

wreidoid Isenfeay g
sjodwoey] esIweurq -
hep(ig weidoid ueyereduad -
ueurdwig wep -
1ep(Iq weadold

1IsejuaniQ /ueyereduad L7
‘geru]

SN, eArey] wesinued JUy31°9g
‘ueseme3uad

[isey uelode] weunsniAusd - gy

www.djpp.kemenkumham.go.id



22

2011, No.563

uelmelsad - weyeruowad are erepn uesungnyiad | Ine]
semeSuad uedungnytod ueseme3usad 1
000cC unye], 101 ﬂmﬁo_wmﬁbﬁ ‘ueSued
JOWON YBjULIomWod uereqel dre ueuRyR1aY uesemesuad 0l
uelnjelsd - D{Npnpuau ‘ueelioyedeusioy
ro6lunye], 91 yea) 3ued SNd '€ dre uesemedusd ‘6
JOWON YejuLIatIsg ‘Bueuomioq Sues ‘ueIBYaSaY
ueimelsd - reqelod yoro i 3 :
~eremsreApIm ‘g qelod yoar dre usweleuew uesemeSusd g
ro6Tunyel +1 . ’ U ues[nsnip uep ‘ueprpuad
JOWON YRIULoWS] mem.m /TSI 'S« rysersy unte) NINW Uep WANSLN
ueInjerod QMHMND (ryes) 1 werep dre ‘repue)s uep uexrprpuad
800¢ unye, ueremesodony . Areq Tefitisq uexeliqay] uesemeduad
¢ 1 Iowop Suepun , uepeq .o yepuaz Sured “uednpiysy ueSuequeSuad
-Suepupn Q.mmwcwt ‘JepdIq ueped ‘q (ed@) ueelrasfod uep jepe ‘Bsap jeeIedsew
il Ll ‘qe1oeQq Lzt Rl dre ueeleproquiad uesemesusd ‘9
edeiaqaq yeqnip JeLIB)aINaS B uereqruad Jeyeq eIoeD UESUENS
yera) euewredeqas ISUTIAOL wrerep ueelroxad qeioep 21
UBYBJULIW] LS.Q Hmﬁom o cwmcmw.v_ﬂoa dre B
y : ‘wnwn ueyejunowad uep
3uejual $00¢ 9epq uepeg o uep oeD OO UesemeSUuod - uesemeguad
unye], 7g IOWoN ) el1o% 15B)891d dre LIESEL D) 10 d v uereISoy
Suepun-Suepun - .ﬁzowcow ) uerertuad " 11egou wrerep Jodsueqsax werep Sﬁwn_wcds
6661 jerolyadsul ‘q Jnsun Q.mﬁww 'C Mﬂd@_Q n:_@kw uesnin uep ueyningsy
UnYeY, g JOWON ‘Teropuop . “eurquiod dre ueeuesierod uesemeSusd ¢ eseUESUSW
Suepun-3uepun JEHEISI3S B Isuejsur ‘YeIsep jese /Juereq ndwew rede
ueSusp yeqnip ‘H1930N wrered uesnIuS}IP dre uep yeroep ueduenay epny yexsuly,
yere) euewreseqas UBLISIUSWSY "€l Gued sesgmeny uesefigas] uesemesuad ‘g URYRIULISWA]
uereme3odoy] ‘ereSoN ueduop rensas ‘ueyrd uesnin uep semeduod | elpe] res3ury,
3j{030d-3{0¥0d ueremeSoday] Al ewrordiq qifem uesnin ynjun yN3 uep ueynIuaquad ueyeIuLIowad
uejusl 4261 neje (1g) eren ‘ad3iIs efuar ‘ad3nd ‘add Jep{I( €398 semeSuod
3 L6 uepeq ‘g S S g el S 111 d 3
unye[ g JIOWON ‘gy uep eUE[Ieg URpUDI ensudy ‘QNrdy ueeuesserad 1suajedwoy] Sueflusliog
uepun-suepun 1| NvVd uenojuowsy “[| Surred yezeluog dre seye uesemedusd | ueNyesSuruay yepa | 1
Suepun-suep Burred yezel; 3 Syes|3 T3]
8 L 9 S 14 € 4 T
NNYMNH Jvsvda JOLVLITISVA VIJASHd THANV NVAVLVTHIINA] NvACrNL LVTIIAd VAVN | 'ON
/ISNHIHAHT [AVLYONAd HVINAL [IELVIN NVQ SINHC

1ex3ul], BlIasad 13eq yelar( Ip UBUBIULIOWSd UBsNI) UeeIe33us[eAuad

(wrexeferod urep 0g1) eApeIN
semelduad [euorssuny uejeqep yepiq uerefeaquad undueyqg Sueouey]

www.djpp.kemenkumham.go.id



2011, No.563

23

“Jres(19)
Sues efuure|
ueduepuniad

uelnjersd

0T10C
unye], /i JOWON
1IdepuauLIag

0102
unye], £0 JOWON
uep gz JOWON
N3ig eredoy] uep
LISEePURIN ewesiag

ueanjeisd -

600C unye], G1
IOWON g % NVd

TIJUIA Ueanjeisd -

£400¢ unye], 8¢
JOWON YBJULISW]

ueinjyerod -

S00C unyer 6.
JOWON YEjULIdWd

T

01

e/Al

Sueny] ueduojon
“eurquod
yex3ued

o p/1I

Sueny ueduojon
‘I yes3un

elRU{ Jeysued
LIep neje eApew
yex3un 9 epnuwt
e dun rep
ueyejurowad
seme3uad
Teuolsgunjy
uejeqel Suelual
uesTeusy
urereduswr
133un

UIq9[ yex3unos
Jqreu uexe uep

dre

dre

dre

dre
dre

dre

dre

dre

dre

dre

“ejo3/qes] ueyejurrowad
uep 1suraoid ueyejurrowad
ueeredduseAuad 1senfeay 1z

-owsipodau
uep 1sdnioy ‘Isnjoy
sesIpul uesemeduad uep
Sueuamom ueeundyereduad
ISBNIPUI SBjE Jexeredsewt
uenpeduad seje uesemedudd Qg
“ejosirem /1rednq
uep Jnuriaqns uejeqel
esew eAulIyyeIoq uesuop
ueeuasIaq 3uek Nju9IA
uen/n) ynjun ueseme3usad 61
‘yeisep 3ueni
ele) UBp ‘UqeIsep ISNgLIal
‘qeioep yeled ‘ggdy Suejual
yeaaep ereday ueinjiad
uep yeisep ueinjerad
depeyis) uesemedusad g1
‘seidrwsuel], uesemeduad /1
‘Teuoiseu
J0ds3o ueluequoduad uep
Teuorseuraur ueueeprod
ewesel10y ‘1o3ou Jeny
ueduedepiod ueseme3usdd 9]
‘msnpur uesemesuad
uep ‘IsesLrepuels
‘ures3oad uep ueeueduarad
depeyio) ueseme3duad G|
‘ueueINY3|
Suepiq ueseme3duad ‘|
‘Suens ueeyeuad
uep edieuw BUlq UBSEMESUI] €]
‘Tersos el1oxod reuorsguny
edeud) ueeurquod uep ‘SYSd
‘Tersos duepiq ueeuedualad
‘Tersos uexeliqoy ueseme3uad g1

www.djpp.kemenkumham.go.id



24

2011, No.563

1ZNvVd NVMAYINVD

‘VISENOAQNI M11dNddy
[IEDOAN WVIVA [IELNHNA

droct | IVLOL
medninuag -
ueesnquod -
dre TUOWRIAG ' ZE
331, 180d -
1891, 91 -
dre urei3oid 1senfeaq 1¢
sjodwoay] BIWeUL] -
nep[iq weidold ueyeresuad -
uveurdwig wep -
yer1g weidoid
dr 4 IsejusLI /ueyereduad Qg
“qeru]
df'8 | syny edrey uesinuod JrusoL 67
‘uesemeduad
drs [1sey ueiode] uBUNSNAUS] "Q7
drs ‘sisieue [isey ueredewad L7
dars ‘snses| sIS[euY 97
“UBLIOIUSUWISY
uauodwoy] sejIqejunye
dre ueiode[ ISeN[BAH ST
“eAuure[ ueyNgos
neje esop Uep Uejeuredodl]
dre ueyejuLowad ISen[eay +g
“ey03] /uarednqesy]
nreq wWouojo
yeroep uep suraoxd nreq
dre WIOU0]0 eIIep ISENTeAq ‘€7
2103 /qey ueyejunawad
uep 1suraoxd yerioep ruouojo
dr e ueered3udoiuad ISEN[eAH g7

www.djpp.kemenkumham.go.id





